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NOMOR 2 TAHUN 2023 

 

TENTANG 

  

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN 

KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA DESA DESA PAKUNCEN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA DESA PAKUNCEN, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Untuk menunjang kegiatan 

Pemilihan Kepala Desa di Desa Pakuncen perlua adanya 

anggran untuk kegiatan tersebut; 

b. bahwa untuk menunjang sarana prasarana Pemilihan 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a serta 

memperhatikan bahwa Desa Pakuncen dalam 

menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah 

Desa perlu menganggarkan kegiatan Pemilihan Kepala 

Desa di Desa Pakuncen; 

c. bahwa untuk membiayai kegiatan Pemilihan Kepala Desa 

di Desa Pakuncen b yang dananya tidak dapat dipenuhi 

dalam 1 (satu) tahun anggaran, Pemerintah Desa perlu 

membentuk dana cadangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan 

Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Pengadaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Desa 

Pakuncen; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 



Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6327); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 

tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);   

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700); 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 

1367) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

1506); 

 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 5); 

12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita 



Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 64); 

13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 65 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 

65); 

14. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul 

Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten 

Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2015 Nomor 73); 

15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 

tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015   

Nomor 74); 

16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 28), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Wonosobo Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 28 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 49); 

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Daerah kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48); 

18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 49 Tahun 2019 

tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa 

Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 

2019 Nomor 52); 

19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 50 Tahun 2019 

tentang Penetapan Besaran Dana Transfer Ke Desa 

Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2019 Nomor 53); 

20. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2019 

tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa Di 

Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten 

Wonosobo Tahun 2019 Nomor 54); 

21. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 52 Tahun 2019 

tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap serta 

Tunjangan Jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa serta 

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa tahun 2020 

(Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 

55); 

22. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 

Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 

Pakuncen Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Nomor 1); 

23. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 2 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2020-2025 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Nomor 2); 



24. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 2 tahun 2022 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Desa PAKUNCEN Tahun 

Anggaran 2023 (Lembaran Desa Pakuncen Tahun 2023 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 5); 

25. Peraturan Desa Pakuncen Nomor 2 tahun 2022 tentang 

Anggran Pendapatan Belanja Desa APBDES Pemerintah 

Desa PAKUNCEN Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa 

Pakuncen Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Nomor 2); 

 

 

Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAKUNCEN 

dan 

KEPALA DESA PAKUNCEN 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEGIATAN PEMILIHAN KEPALA 

DESA DESA PAKUNCEN 

 

 

BAB I 

KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Desa  ini yang dimaksud dengan : 

 

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan parangkat daerah sebagai unsur 

penyelanggara pemerintah daerah. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi wewenang daerah otonom. 

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 

Wonosobo. 

5. Desa adalah desa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.  

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan 

ditetapkan secara demokratis. 

8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi 

kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan 

Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan 

Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat 

istiadat Desa. 



 

 

9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan 

Desa.  

10. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan 

Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna 

pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai 

tujuan pembangunan Desa. 

11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai 

dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 

dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.  

12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, 

dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau 

perolehan hak lainnya yang sah. 

13. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang  

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, 

adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

15. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih. 

16. Belanja Desa adalah Kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai 

pengurangan nilai kekayaan bersih. 

17. Pembiayaan desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan 

atau pengeluaran yang akan diterima pemberi baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang 

memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 

satu tahun anggaran oleh Pemerintah Desa. 

 

BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN PEMBENTUKAN DANA 

 

Pasal 2 

(1) Penyediaan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi 

dan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan diluar yang 

ditetapkan dalam Peraturan Desa ini; 

(2) Tujuan penyediaan dana adalah untuk membiayai Kegiatan Pemilihan Kepala 

Desa Desa Pakuncen; 

 

BAB III 

PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

Pasal 3 

Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 untuk Program 

Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Desa Pakuncen. 

 

 

BAB IV 

BESARAN DAN RINCIAN 



 

 

Pasal 4 

(1) Penyediaan dana pengadaan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa Desa 

Pakuncen ditetapkan dalam APBdes Desa PAKUNCEN; 

(2) Besaran dana ditetapkan sebesar Rp. 36.000.000,- (Seratus tiga puluh juta 

rupiah) dan ditetapkan setiap tahun melalui APBDes secara bertahap 

sebagai berikut : 

 

a. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah); 

b. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah); 

c. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah); 

 

BAB V 

SUMBER DANA 

 

Pasal 5 

Sumber dana yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat 

bersumber dari penyisihan atas penerimaan/pendapatan Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan atau Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) kecuali 

pendapatan Dana Desa (DD) dan Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi 

untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

PENEMPATAN DANA CADANGAN 

 

Pasal 6 

(1) Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri yang dikelola oleh 

Bendahara Desa; 

(2) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum 

digunakan sesuai peruntukannya maka dana tersebut dapat ditempatkan 

dalam portofolio yang berupa deposito pada Bank Pemerintah; 

(3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolannya 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

 

BAB VII 

PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 

Pasal 7 

(1) Pelaksanaan kegiatan dana cadangan dilaksanakan setelah jumlah 

besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi. 

(2) Sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Kegiatan Pemilihan Kepala 

Desa Desa Pakuncen akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025. 

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 8 

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan 

diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBDes. 

 

 



Pasal 9 

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai 

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa. 

 

Pasal 7 

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama tiga 

tahun. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Desa ini dalam  Lembaran Desa Pakuncen. 

 

pada tanggal 7 September 2023 

 

 

 

A L I 

pada tanggal 7 September 2023 

 

 

 

 

ABDUL LATIF 

 

                                            TAHUN 2023 NOMOR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


